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ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

?:r:d?rzrgzzn:anaE::i;U;zdang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
S B ot eula(ngan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
i A sa Keuangan (_B.PK), BPK telah m2meriksa Laporan Keuangan
>rint ota Pekanbaru, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan
Realisasi Anggaran, LLaporan Perubahan Saldo Anggara; [.ebih, Laporan Op;rasional
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tang a;
tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. 3

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Pekanbaru bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar
laporan keuangan sesual dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern

yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

lah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
K BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode etik
kan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
bebas dari kesalahan penyajian material.

Tanggung jawab BPK ada
berdasarkan pemeriksaan BP

Pemeriksaan Keuangan Negara.
BPK. serta merencanakan dan melaksana

yang memadai apakah laporan keuangan tersebut
ti-bukti yang mendukung angka-angka dan

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian buk
Prosedur yang dipilih mendasarkan pada

pengungkapan dalam laporan keuangan.
pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajlan yang

material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan. Dalam melakukan penilaian  TisIKO, pemeriksa mempertimbangkan
unan dan penyajian wajar laporan

pengendalian ntern |
keuangan Pemerintah dur pemeriksaan yang tepat
yvatakan opini atas

sesuai dengan kondisi yang ada, |
efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Pekanbaru. Pemeriksaan yang dilakukan
BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan daq
kewajaran estimasl akuntansi yang dibuat oleh Pemerintzh Kota Pckanbaru, serta evaluasy

atas penvajian laporan keuangan secara keseluruhan.
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BPK yakin bahwa bukti pemeriksnan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai
dasar untuk- menyatakan opini wajar dengan pengecunlion.

Dasar Opint Wajar Dengan Pengecunlinn

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota
Pekanbaru menyayikan nilai realisasi Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) sebesar Rp2.464.282.916.738,73. Dari nilai tersebut. Terdapat pekerjaan yang tidak
dilaksanakan, realisasi belanja yang tidak sesuai dengan nilar ritl pekerjaan, dokumen
pertanggungjawaban yang tidak sah, dan dokumen SPJ yang tidak diyakini kebenarannya
sebesar Rpl4.601.456.077,68, Belanja  Sewa  Peralatan  dan  Mesin  sebesar
Rp275.790.428,00, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebesar Rp956.340.829,00,
dan Belanja Pemehharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rpl119.104.873,00 vang tidak
sesuar kondisi senyatanya. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup
dan tepat tentang nilar tersebut di atas posisi per 31 Desember 2024. Sebagai akibatnya,

BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di
atas.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota
Pekanbaru menyajikan nilai realisasi Belanja Operasi pada Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) sebesar Rp2.464.282.916.738,73. Dari nilai tersebut, terdiri atas belanja yang telah
dibayarkan senilai Rp44.691.985.384 dan belum dibayarkan (utang belanja) sampai dengan
31 Desember 2024  senilai Rp64.303.538.616,00 (Rp108.995.524.000,00 -
Rp44.691.985.384). BPK tidak dapat memperoieh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat
tentang nilai tersebut di atas posisi per 31 Desember 2024. Sebagai akibatnya, BPK tidak
dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.1.1.3 atas l.aporan Keuangan, Pemerintah
Kota Pekanbaru menyajikan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca per 31
Desember 2024 sebesar Rp7.690.813.594,00. Dari nilai tersebut terdapat Kas di Bendahara
Pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp7.486.774.600,00 yang tidak berada dalam
penguasaan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah karena telah diserahkan kepada
PPTK dan belum dipertanggungjawabkan. Bendahara Pengeluaran tidak dapat
menunjukkan keberadaan kas dan/atau menyampaikan bukti pertanggungjawaban
penggunaan kas dikarenakan PPTK yang bersangkutan pada saat ini sedang diproses secara
hukum. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai
tersebut di atas posisi per 31 Desember 2024. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat
menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini
wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemeriatah Kota Fekanbaru tanggal
31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran Icuih, operasional,
arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPK Perwalkilan Provinsi Riau
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